NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN, PENDIDIKAN PEMILIH
BERKELANJUTAN, PEMANFAATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK,

DAN PENGELOLAAN ARSIP DI KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 1/HK.05.1-NK/3321/3/2026
NOMOR: 415.4/9/NK/11/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh
enam (04-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

L. SITI ULFAATI : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Demak, berkedudukan di
Demak, Jalan Kyai Turmudzi Nomor 1,
berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1620 Tahun
2023, tanggal 8 November 2023
tentang Penetapan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Pada 10 (Sepuluh) Kabupaten/Kota di
2 (dua) Provinsi Periode 2023-2028,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama jabatannya serta sah mewakili
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Demak, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

www.jdih.kpu.go.id/jateng/demak



II.

-

EIST’ANAH . Bupati Demak, berkedudukan di
Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7,
berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221
Tahun 2025, Tanggal 28 Januari 2025
tentang Pengesahan Pengangkatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil
Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun
2025-2030, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama jabatannya serta
sah mewakili Pemerintah Kabupaten
Demak, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam
Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK.

Berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5475);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
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Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6547);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data
Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
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Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah
dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 371);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang
Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Tahun
2022 Nomor 429);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang
Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Tahun 2022 Nomor
410);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1787);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
377);
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1505);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1258);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan
Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1160):

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
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Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor S Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2024 Nomor 10).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.

bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam
penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan
wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang pemilihan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintahan
Kabupaten Demak yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah
Kabupaten Demak;

bahwa dalam rangka melakukan pemutakhiran data pemilih

berkelanjutan, pendidikan pemilih berkelanjutan, pemanfaatan layanan
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informasi publik, dan pengelolaan arsip perlu sinergi PARA PIHAK untuk
terlaksananya kegiatan tersebut serta ketersediaan data dan informasi

pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan

kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk

melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pemutakhiran Data Pemilih

Berkelanjutan, Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pemanfaatan Layanan

Informasi Publik, dan Pengelolaan Arsip di Kabupaten Demak, dengan

ketentuan dan syarat sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepahaman ini untuk menyinergikan program kegiatan
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pendidikan pemilih
berkelanjutan, pemanfaatan layanan informasi publik, dan pengelolaan
arsip di Kabupaten Demak yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU yang
sejalan dengan pelaksanaan visi misi PIHAK KEDUA.

Tujuan Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. mewujudkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir,

inklusif, transparan, responsif, dan partisipatif;

mewujudkan pendidikan pemilih berkelanjutan secara berkala di
semua segmen serta basis situasi dan kondisi di Kabupaten Demak;
mewujudkan layanan informasi publik secara cepat, tepat, akurat
dan tepat sasaran juga mudah diakses dan terbuka;

mewujudkan asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik,
di antaranya asas kemanfaatan, tertib hukum, serta efektif dan
efisien;

mewujudkan tata kelola arsip yang tertib, efektif dan efisien;
merumuskan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang
dihadapi; dan

mengembangkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dalam

pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
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Pasal 2
OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

Objek dari Nota Kesepahaman ini terkait dengan pemutakhiran data pemilih

berkelanjutan, pendidikan pemilih berkelanjutan, pemanfaatan layanan

informasi publik, dan pengelolaan arsip di Kabupaten Demak.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

0w

(1)

(2)

(4)

kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan;

pemanfaatan layanan informasi publik;

kegiatan sosialisasi kepemiluan;

peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan/atau
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Bupati dan Wakil
Bupati;

pemindahan, penyerahan serta penyimpanan Arsip Statis;

sosialisasi dan pengembangan kearsipan; dan

bentuk kerjasama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN
Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan
itikad baik PARA PIHAK.
Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam
Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian kegiatan hak dan
kewajiban serta hal lain yang dipandang perlu yang bersifat teknis dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota
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Kesepahaman ini, hal tersebut tidak menimbulkan akibat hukum bagi
PARA PIHAK serta tidak membatalkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh
salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang
bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini
wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota
Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran
Nota Kesepahaman.

Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta-merta
mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman

ini,

dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
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(2)

(3)

P

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan

masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 8
KORESPONDENSI
Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK
menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung

sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Alamat :Jalan Kyai Turmudzi Nomor 1 Kabupaten Demak
Telepon :(0291) 681753
Fax : (0291) 681753
Pos-El  : kab_demak@kpu.go.id
Laman : kab-demak.kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Demak

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Demak

Alamat :Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak

Telepon :(0291) 685877

Fax : (0291) 685877

Pos-El : setda@demakkab.go.id

Laman : setda.demakkab.go.id
Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan
berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan tanpa

perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan
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Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung

dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai

akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk

menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(1)

()

? (3)

Pasal 10
KEADAAN KAHAR
PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang
disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar
kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar.

Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi,
epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang
saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang
melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan
Nota Kesepahaman ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau
keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang
mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau
seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman
ini.

Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan
tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti
paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya
keadaan kahar.
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Pasal 11
ADDENDUM
Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam
Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati
oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota

Kesepahaman ini.

Pasal 12

LAIN-LAIN
Nota Kesepahaman ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian
kepemimpinan maupun perubahan struktur organisasi tata kerja pada

institusi PARA PIHAK.

Pasal 13

PENUTUP
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli
pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1
(satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Bupati Demak, Ketua Komisi Pemilihan Umum

-Kabupaten Demak,

Eisti’anah
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